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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : Gs0/1(73 TAHuN 2062

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Menimbang

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah
mengatur bahwa Bupati dalam melaksanakan
penataan ruang daerah kabupaten membentuk Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan
Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031,
mengatur bahwa dalam rangka mengkordinasikan
penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama
antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang
dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
yang tugas, susunan organisasi dan tata kerjanya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. bahwa karena adanya penyesuaian tugas pokok dan

fungsi jabatan, personil yang membidangi, serta
percepatan waktu penyelesaian kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, maka Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 650/1025 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang
daerah, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Sekretariat Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo.

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU meliputi perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang dengan uraian sebagai berikut:

a. perencanaan tata ruang:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan
rencana tata ruang kabupaten dengan
mempertimbangkan pengarustamaan pembangunan
berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS);

2. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten
dengan RPJMD dan RPJPD;

3. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota
dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR
kabupaten yang berbatasan;

4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi
rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten
kepada gubernur dalam rangka memperoleh
rekomendasi;
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5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan
pemberian  persetujuan  substansi rancangan
peraturan daerah RTR kabupaten kepada Menteri
yang menyelenggarakan sub-urusan penataan
ruang; dan

6. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten
ke pemerintah provinsi.

b. pemanfaatan ruang:

1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian
permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten;
dan

2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan
ruang antardaerah kabupaten.

c. pengendalian pemanfaatan ruang:

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian
penerapan indikasi program utama RTR kabupaten
ke dalam RPJMD;

2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan
zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian
izin untuk investasi skala besar;

3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan
mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;

4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan
ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu; dan

5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas
pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau
kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat
daerah  yang menyelenggarakan  sub-urusan
penataan ruang.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada
Bupati.

Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum
KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka
kelancaran tugas TKPRD kabupaten;

b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD
kabupaten;

c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD
kabupaten;

d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi
penataan ruang daerah kabupaten;
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e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan
dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan
ruang; dan

f. dalam melaksanakan tugasnya sekretariat TKPRD
bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD
Kabupaten Sukoharjo.

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD
kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penataan ruang daerah kabupaten,;

b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata
ruang;

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan
untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD
kabupaten; dan

d. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang bertanggung jawab kepada
Ketua TKPRD kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan  Pengendalian
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan masukan kepada ketua TKPRD
Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
daerah kabupaten;

b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan
untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten;
dan

d. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja

Pemenfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten
melalui Sekretaris TKPRD.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor : 650/1025 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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KESEBELAS :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal ! APRIL 202 |

BUPATI SUKOHARJO,
T

0} ETIK PURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan

Kepada Yth. :
1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/
Instansi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo yang terkait;

9. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : é§0/ (73 THHUN 202

Tanggal : | APRIL 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN
No. JABATAN / INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN
KOORDINASI
1 2 <) -+
1. | Bupati Sukoharjo Penanggung Bertanggung jawab
jawab atas pelaksanaan
kegiatan
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Ketua Mengkoordinir
Sukoharjo seluruh kegiatan
3. | Kepala Badan Perencanaan, Wakil ketua Mengkoordinir
Penelitian dan seluruh kegiatan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
4. | Kepala Dinas Pekerjaan Sekretaris Bertanggung jawab
Umum dan Penataan Ruang dalam
Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan
5. | Kepala Dinas Perumahan dan Anggota Bertanggung jawab
Kawasan Permukiman sesuai bidangnya
Kabupaten Sukoharjo
6. | Kepala Dinas Lingkungan Anggota Bertanggung jawab
Hidup Kabupaten Sukoharjo sesuai bidangnya
7. | Kepala Dinas Pertanian dan Anggota Bertanggung jawab
Perikanan Kabupaten sesuai bidangnya
Sukoharjo
8. | Kepala Dinas Penanaman Anggota Bertanggung jawab
Modal dan Pelayanan sesuai bidangnya
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
9. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah sesuai bidangnya
Kabupaten Sukoharjo




2

3 4

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo
Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Anggota Bertanggung jawab
sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,
2z

O} ETIH/SURYANI
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: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor L6%0 (173 TANON 202
Tanggal : | pPRL 202

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN DALAM

No. JABATAN / INSTANSI KESEKRETARIATAN KETERANGAN
1 2 o 4

1. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Ketua Mengkoordinir
Umum dan Penataan Ruang seluruh
Kabupaten Sukoharjo kegiatan

2. | Kepala Seksi Pemanfaatan Sekretaris Bertanggung
dan Pengendalian jawab dalam
Pemanfaatan Ruang pada kesekretariatan
Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

3. | HARTONO, ST Bertanggung
NIP.19760828 200701 1 008 Anggots SER L o
Pelaksana Analis bidang
Pengendalian Lahan pada tugasnya
Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

4. | KENIDA AJENG SETIYANING, Anggota Bertanggung
ST jawab sesuai
NIP.19920109 201901 2 005 bidang
Pelaksana Analis tugasnya
Pemanfaatan Ruang pada
Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

5. | DOUWARTO Bertanggung
NIP.19730715 200701 1 010 Anggota jawab sesuai
Pelaksana Pengadministrasi bidang
Umum pada Bidang Tata tugasnya

Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo
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°

3 4

GUNADI

NIP.19691110 200701 1 031
Pelaksana Pengadministrasi
Umum pada Bidang Tata
Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo

Bertanggung
jawab sesuai
bidang
tugasnya

Anggota

BUPATI SUKOHARJO,
2~

% ETIK|SURYANI
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Lampiran III

Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Sukoharjo
: 6%/ 113 TaHuN 2o

c I PRL 2029

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

No. JABATAN / INSTANSI DALAM POKJA KETERANGAN

1 2 3 -

1. | Kepala Bidang Tata Ruang pada Ketua Bertanggung
Dinas Pekerjaan Umum dan jawab sesuai
Penataan Ruang Kabupaten bidangnya
Sukoharjo

2. | Kepala Seksi Perencanaan Tata Sekretaris Bertanggung
Ruang pada Bidang Tata Ruang jawab dalam
Dinas Pekerjaan Umum dan kesekretariatan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

3. | Kepala Bidang Perumahan pada Anggota Bertanggung
Dinas Perumahan dan Kawasan jawab sesuai
Permukiman Kabupaten Sukoharjo bidangnya

4. | Kepala Bidang Prasarana dan Anggota Bertanggung
Sarana Pertanian pada Dinas jawab sesuai
Pertanian dan Perikanan Kabupaten bidangnya
Sukoharjo

S. | Kepala Bidang Perdagangan pada Anggota Bertanggung
Dinas Perdagangan, Koperasi dan jawab sesuai
Usaha Mikro Kecil dan Menengah bidangnya
Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Bidang Lalu Lintas pada Anggota Bertanggung
Dinas Perhubungan Kabupaten jawab sesuai
Sukoharjo bidangnya

7. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Anggota Bertanggung
Wilayah pada Bidang Infrastruktur jawab sesuai
dan Pengembangan Wilayah Badan bidangnya
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

8. | Kepala Seksi Penataan Bangunan Anggota Bertanggung
dan Lingkungan pada Bidang Cipta jawab sesuai
Karya Dinas Pekerjaan Umum dan bidangnya
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo
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1 2 5 -4

10. | Kepala Seksi Bina Teknis Sumber Anggota Bertanggung
Daya Air pada Bidang Sumber Daya jawab sesuai
Air Dinas Pekerjaan Umum dan bidangnya
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

11. | Kepala Seksi Bina Teknis Bina Anggota Bertanggung
Marga pada Bidang Bina Marga jawab sesuai
Dinas Pekerjaan Umum dan bidangnya
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

12. | Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Anggota Bertanggung
Perlindungan dan  Pengelolaan jawab sesuai
Lingkungan Hidup dan Kajian bidangnya
Lingkungan Hidup Strategis pada
Bidang. Tata Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo

13. | Kepala Seksi Standarisasi dan Anggota Bertanggung
Sertifikasi Industri pada Bidang jawab sesuai
Pengawasan, Promosi dan Industri bidangnya
Kreatif dan Standarisasi Industri
Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sukoharjo

14. | Kepala Sub Bagian Peraturan Anggota Bertanggung
Perundang-undangan pada Bagian jawab sesuai
Hukum Sekretariat Daerah bidangnya
Kabupaten Sukoharjo

15. | Kepala Seksi Pengaturan dan Anggota Bertanggung
Penataan Pertanahan pada Kantor jawab sesuai
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bidangnya

Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional

7

BUPATI SUKOHARJO,

-

ETIK/[SURYANI
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Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : &%0[173% TAHUN 2072 |

Tanggal : | APRIL 202

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN
No. JABATAN / INSTANSI DALAM POKJA KETERANGAN
1 2 3 4

1. | Kepala Bidang Cipta Karya pada Ketua Mengkoordinir
Dinas Pekerjaan Umum dan seluruh kegiatan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

2. | Kepala Bidang Penegakan Sekretaris Bertanggung
Perundang-undangan Daerah jawab dalam
pada Satuan Polisi Pamong Praja kesekretariatan
Kabupaten Sukoharjo

3. | Kepala Sub Bagian Bantuan Anggota Bertanggung
Hukum pada Bagian Hukum jawab sesuai
Sekretariat Daerah Kabupaten bidangnya
Sukoharjo

4. | Kepala Bidang Prasarana dan Anggota Bertanggung
Sarana Pertanian, Holtikultura jawab sesuai
dan Perkebunan pada Dinas bidangnya
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo

5. | Kepala Bidang Pelayanan Anggota Bertanggung
Perizinan Pekerjaan Umum pada jawab sesuai
Dinas Penanaman Modal dan bidangnya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

6. | Kepala Bidang Tata Lingkungan Anggota Bertanggung
pada Dinas Lingkungan Hidup jawab sesuai
Kabupaten Sukoharjo bidangnya

7. | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Anggota Bertanggung
Pengendalian Pemanfaatan jawab sesuai
Ruang pada Bidang Tata Ruang bidangnya
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

8. | Kepala Seksi Pertanahan pada Anggota Bertanggung
Bidang Tata Ruang Dinas jawab sesuai
Pekerjaan Umum dan Penataan bidangnya
Ruang Kabupaten Sukoharjo
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= 3 4
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Anggota Bertanggung
Tanah dan Kawasan Tertentu jawab sesuai
pada Kantor Pertanahan bidangnya

Kabupaten Sukoharjo
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

BUPATI SUKOHARJO,
Zz

% ETIK $URYANI




